DEMI KEADIL ANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat
pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan atas perkara cerai

talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-3,
Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Kabupaten
Batanghari ;
Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;
MELAWAN
TERMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-2,

Kabupaten Batanghari ;

sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Selanjutnya disebut

Termohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti tertulis vyang diajukan di
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pada

Nikah

oleh

XXXX,
. Bahwa, setelah meni dan Termohon
tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxx selama
5 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di  rumah

kediaman bersama di Xxxx selama 16 tahun dan telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikaruniali 2 orang anak bernama
a. Anak Pertama, lahir tanggal 30 Agustus 1988
b. Anak Kedua, lahir tanggal 21 Nopember 1991;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya rukun- rukun saja selama lebih kurang 5 tahun

namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran

a. Termohon tid kepala rumah

tangga
b. Termohon " il 2gi - be pmunikasi  kepada
Pemohon dal ank. e ) i apabil a terjadi

perselisihan.

c. Termohon seperti tidak ada niat untuk mengurus Pemohon
dalam rumah  tangga sedangkan itu sudah menj adi

kewajibannya sebagai Isteri

d. Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan terhadap
Pemohon dan juga Termohon sering menolak jika Pemohon

mengajak hubungan suami isteri dengan alasan Termohon

capek;
4. Bahwa, Puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret
2008, disebabkan Pemohon sudah merasa tidak sanggup

untuk hidup bersama disebabkan karena sifat Termohon
yang selalu diam, tidak ada keterbukaan dan tidak bisa
mengurus Pemohon layaknya suami, dan tidak pernah mau
berkomunikasi apabila ada perselisihan dalam rumah
tangga, akibatnya Pemohon pergi dari rumah kediaman
bersama, sampai sekarang sudah 3 tahun 3 bulan Ilebih
lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik
lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, setelah berpisah pihak keluarga Pemohon maupun

Termohon tel ah berusaha mendamai kan Pemohon dan
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. Meamberi izin

talak satu raj'i kepada ) ( TERMOHON ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan
berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq.

yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang

seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal

yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang

sendiri ke persidangan sedangkan Termohon
datang menghadap dan tidak pula menyuruh

sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan
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menghadap

tidak pernah
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bahwa tidak suatu alasan
yang sah ecara  sah dan
patut;
Menimbang, persidangan

telah berusaha memberikan

nasihat, arahan Pemohon  agar
bersabar dan Yol - keutuhan rumah
tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang
menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara
sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis

membacakan  surat permohonan  Pemohon yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon
tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon
tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil

secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti
tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan

Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang
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b. Bahwa Pemohon dan  Termohon adalah pasangan suami

istri yang sah namun saksi tidak hadir  saat
keduanya menikah;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal
di rumah orang tua Termohon kemudian pindah berumah
tangga di Komplek Perumahan dan terakhir bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di
Kecamatan Muara Tembesi dan keduanya telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;

d. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak harmonis lagi karena keduanya telah berpisah
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tinggal di

tinggal di

fhasalah  penyebab

! termohon adal ah

2. Saksi II,' tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS, tempat tinggal di  Kabupaten
Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi adal ah kawan satu  kampung
Pemohon;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan
suami istri sah yang sekarang telah
dikaruniali 2 (dua) orang anak perempuan
kandung;

c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
pernah tinggal di Perumahan Guru ;

d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya rukun- rukun saja namun pada awal
tahun 2008 keduanya mulai tampak tidak
harmonis karena Pemohon saat itu pernah
mengeluh (curhat) kepada saksi bahwa
Pemohon selalu tidak dihargai selaku suami

oleh Termohon dan saat itu saksi menasehati

Pemohon agar tetap bersabar;
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tersebut, Pemohon tela aFkan - dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya
menyatakan bahwa ia tetap pada permohonnnya dan mohon

putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam
putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi
dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara
persidangan, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara
tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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mohonan Pemohon

pada pokoknya

Menimbang, yang telah
ditetapkan, sendiri ke
persidangan  sedangkan™=Siglie 6 e/ ar dipanggil

secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan
atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang
sah dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka
Termohon harus dinyatakan  tidak hadir dan  sesuai
ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon

(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo.
Pasal 66 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Agama, perkara ini wewenang Pengadilan Agama,
oleh karena itu formil Permohonan  harus  dinyatakan
diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan
nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah

tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka ide
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Disclaimer

Eni nbang. .
Meni nbang??

lagi  hubungan baik Tlahir

dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon
tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai Kuasa atau Weakilnya yang sah meskipun ia telah
dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis
formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut
dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon

dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang diajukan

10
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Pemohon, Majeli saksi- saksi
tersebut telah ] sumpahnya
di  muka persid €0 .6 ;. bertentangan
satu sama lain ftlalil  permohonan

Pemohon, maka ferima  keterangan

Saksi- saksi tersebuts sebagaimana yang
dikehendaki dalam Pasal 28ouEH RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang
dikuatkan dengan alat- alat bukti di persidangan, Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Berdasarkan alat bukti (kode P.1), ternyata
benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah
terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;

- Bahwa berdasarkan alat bukti (Kode. P.2),
keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para
saksi ternyata  bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon yang semula rukun dan harmonis namun
sekarang telah pecah yang berujung keduanya
berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 yang
disebabkan sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk
perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,
Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana
yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi

Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan
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lagi Maha Mengetahul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon
cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di
atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon harus dinyatakan
diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah
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talak kepada

Pegawai  Pencatat 1__"_ : L meliputi  tempat
kediaman  Pemohon wilayah  tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1)
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah
dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya
yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segal a ketentuan
perundang- undangan yang berlaku serta hukum Syara’ yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADI LI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah
dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Mamberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON untuk
menjatuhkan tal ak satu Roj’ i terhadap Termohon
(TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Muara
Bulian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara
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| |
) sebagai
Ly

|
Ketua Majelis Tr | B
1 b _
MIA AHMAD ZAKLS -.._..._,_..- =

dan ANDI

Hakim

Anggota, putusan mana ¥ a o juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh
AKHMAD FAUZI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

MASALAN BAINON, S.Ag

Dra. LISDAR
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



AKHMAD FAUZI, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000, -

2. Biaya Proses........ .Rp. 50.000, -

3. Panggilan .............Rp. 375.000, -

4. Redaksi ................. RP. 5.000, -

5. Materai _.................. Rp. _6.000.-
Jumlah ...................Rp. 466.000,-

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2011/PA.M.bl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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